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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan 

Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg) untuk 

menjawab pertanyaan: (1) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana 

Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa 

teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan 

adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yakni 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, 

data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir 

deduktif. 

Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang 

mengunakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, dijatuhkan 

putusan berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka 

di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut tidak sesuai 

dikarenakan, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) padahal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 pidana 

dendanya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 

sedangkan hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah minimum. Dalam 

perkara ini terdakwa Farida Wati Binti Idham telah terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana perdagangan orang, yang bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang 

mengunakan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007. Dalam 

tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana 

perdagangan orang telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana 

berupa ta’zi<r, karena tindak pidana perdagangan orang tidak ditetapkan jenis 

hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist, jenis ta’zi<r dalam bentuknya 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi 

yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, 

penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan 

hukuman mati. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak 

hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara 

alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar 

tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat 

agar tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan 

makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Wanita dalam islam memiliki 

kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga, 

oleh karenanya wanita diistilahkan sebagai sekolah pertama dalam 

pembangungan karakter bagi keluarga. Wanita juga memiliki peran yang 

sanggat penting dalam kehidupan bernegara, namun dibalik kemuliaan 

seorang wanita, tak jarang pula wanita diposisikan dalam posisi atau 

kedudukan dipandang sebagai objek sehingga rentan sebagai korban dalam 

praktik perdagangan orang. 

Masalah perdagangan orang berkaitan erat dengan hubungan antar 

negara, dan bahkan menjadi masalah bersama yang mana sama sampai 

saat ini belom dapat teratasi, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun 

oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani 

masalah perdagangan orang. 

Perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, 

penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta
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 bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, 

perbudakan atau praktik-praktik serupa.
1
 

Pemahaman masyarakat terhadap kejahatan perdagangan orang 

berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan 

yang berupa hukum positif. Karena itu pemahaman terhadap hukum tidak 

hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (law in book), 

tetapi juga pada tataran implementasi (law in action), sehingga 

pemahaman terhadap tindak pidana  pidana perdagangan orang tidak 

hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutaman pada tataran 

implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. 

Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi 

perasaan hukum (rechtsgevoel),  sehingga peraturan hukum akan dapat 

berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan.
2
 

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaatur di 

dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU No.21 Tahun 

2007). Dalam UU No.21 Tahun 2007 disebutkan dalam perdagangan 

orang, khusunya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, 

sehingga harus diberantas. Inilah pertimbangan yang mendasari 

pembentukan UU ini. 

                                                           
1
 Farhana,  Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11. 

2
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19. 
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Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No. 21 Tahun 

2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menangulangi tindak 

pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen 

nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, 

penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerja 

sama.
3
 

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa 

yang dimaksud tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan 

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaraan atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. 

Selain itu, dalam hukum Islam perdagangan orang merupakan 

tindakan yang sanggat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terdapat dalam al- Qur’an 

surah Al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi: 

                                                           
3
 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika.2011), 57. 
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ا  دْ نَوَ رِّنِىا وَ  دْ وَ دْ نِىا وَ وَا ا آوَ وَا وَ وَوَ دْ نَوَ هُ دْا نِى ا وَ رَّ دْ وَ ا وَ نِى ا وَ وَ دْ ا وَ وَ رَّ دْ وَ اهُ دْا وَ وَ ا وَ نِى يرٍا وَ ا وَ نَدْ وَ اهُ دْا نِى وَا  لرَّ رِّنِى وَ انِى

  وَ وَ دْ وَ ا نَوَ دْ نِى يلًااا رِّنِىرَّ دْا

Artinya: Dan sesunggunya telah kami muliakan anak-anak Adam, 

kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka 

rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

kami ciptakan. 

Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada 

manusia sebagai kemuliaan bagi umat Islam dan tidak diberikan kepada 

makhluk lain. Hal tersebut yang mengharuskan agar manusia tidak 

diperjual belikan layaknya barang dagangan.  

Dalam Islam perdagangan orang dapat dihukum dengan ta’zi<r, di 

karenakan di dalam al-Qur’an dan al-Hadist tidak menegaskan hukuman 

bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ta’zi<r adalah bentuk 

hukuman yang tidak  disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ 

dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama 

mengartikan ta’zi<r sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran 

terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur’an dan 

hadis. Ta’zi<r berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus 

mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain 
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mengatakan bahwa ta’zi<r adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat 

yang tidak dihukum dengan hukuman h{ad dan kafa<rat. 4 

 Salah satu kasus perdagangan  orang yang yang terjadi adalah, 

dalam putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN. Trg.  Yang pelakunya 

bernama Farida Wati Binti Idham, dengan korban yang  terdiri dari tiga 

orang wanita bernama Siti Rahma, Nur Amalia dan Istari. Ketiga orang 

tersebut akan ditawarkan kepada lelaki hidung belang. Pada perkara ini 

hakim memutus pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 

denda sebesar 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan. 

Yang menarik dari putusan tersebut adalah, putusan hakim yang 

memutus pelaku mengunakan pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 100.000.000,- dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) bulan. Padahal dalam pasal 2 UU NO. 21 Tahun 

2007, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

                                                           
4
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013) 593- 594. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh tema tersebut dengan: “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU 

Nomer 21 Tahun 2007 Terhadap Penjatuhan Pidana  Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN. Trg).” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis 

mengindentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya 

sebagai berikut: 

1. Deksripsi Kasus tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 

Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

2. Perdagangan orang bertentangan dengan hukum Islam. 

3. Perbedaan sanksi tindak pidana perdagangan orang menurut hukum 

positif Indonesia dan hukum pidana Islam. 

4. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif 

Indonesia. 

5. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN Trg. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, agar penelitian ini terarah maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku 

tindak pidana perdagangan orang? 

 

E. Tinjauan Pustaka 
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Tinjuan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulang atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah 

ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang 

mengangkat tema tentang perdagangan orang, diantaranya: 

1. Penelitian  Lilik Puji Astutik yang berjudul “Analisis Hukum Pidana 

Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 

56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, 

fokus kajiannya adalah: 

a. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang sanksi pidana 

perdagangan orang. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb. tentang tindak pidana 

perdagangan orang.
 5

 

2. Penelitian Muharis Rezza Sudrajat yang berjudul “Analisis Fiqh 

Jinayah Terhadap Putusan No.231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)”, yang fokus 

kajiannya adalah: 

                                                           
5
 Lilik Puji Astutik, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Jombang No: 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, (Skripsi 

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 11. 
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a. Pandangan fiqh jinayah terhadap pertimbangan hukum tindak 

pidana perdagangan orang (Trafficking in Person) dalam putusan 

nomor: 231/Pid.B/2010/PN.Sby. 

b. Pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi hukum tindak pidana 

perdagangan orang (Trafficking in Person) dalam putusan nomor: 

231/Pid.B/2010/PN.Sby.
 6

 

3. Penelitian Andi Kurnia yang berjudul. “ Analisi Hukum Pidana Islam 

dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang”, yang 

fokus kajiannya adalah: 

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 

b. Anilisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri 

Pekanbaru Nomor: 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan 

orang.
 7

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa 

pembahasan judul penelitian yang penulis teliti berbeda dengan beberapa 

pembahasan penelitian di atas. Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih 

mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim memberikan hukuman 

                                                           
6
Muharris Rezza Sudrajat, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No: 231/Pid.B/2010/PN.Sby 

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)”, (Skripsi UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2014), 7. 
7
 Andi Kurnia, “Analisi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang”, (Skripsi UIN 

Sunan Ampel, 2018), 9. 
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pidana denda di bawah ketentuan Undang-undang terhadap pelaku tindak 

pidana perdagangan orang.  

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti 

melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah 

yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

b. Untuk mengetahui tinjuan hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana perdagangan 

orang. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu: 

a. Aspek teoritis 
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1) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran 

untuk menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan 

hukum pidana Islam. 

2) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan 

tindak pidana perdagangan orang. 

b. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

refrensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

pengak hukum untuk memberikan kepastian hukum guna 

mewujudkan hukum yang adil ditengah masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk 

memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah  dari judul skripsi ini, yaitu: 

1. Ta’zi <r 

Ta’zi <r menurut istilah ialah hukuman yang bersifat pengajaran 

terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam dengan hukuman 
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h}ad (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan 

hukumnya.
8
 

2. Pasal 2 ayat (1) UU NO.21 Tahun 2007 

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pangangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 

negara Replublik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah). 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 

reseacrh), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari 

buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan 

                                                           
8
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 136 
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objek penelitian.
9
 Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif 

dan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan orang dalam 

putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki 

otoritas (outhority), artinya bersifat mengikat.
10

 Sumber data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperolah melalui 

bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer. 

                                                           
9
 Soerono Soekamto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), 13. 

10
Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 52. 
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Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil 

penelitian para ahli, pendapat para ahli yang berupa literatur buku 

yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, serta 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana 

perdagangan orang. Adapun yang menjadi data sekunder antara 

lain: 

1) Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Kebijakan Hukum dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 

2013 

2) Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika. 2012. 

3) Nurul Irfan & Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. 

2014. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 

mengunakan teknik sebagai berikut: 

a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui 

dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara 

diketik dan ditulis. Dokumen yang di teliti adalah putusan 

Pengandilan Negeri Tenggarong Nomor: 
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214/Pid.Sus/2017/PN.Trg tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 

b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang 

bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik 

mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 

menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian. 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk 

mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, 

kejelasan makna, keseuaian dan keberagaman suatu data.
11

 Yang 

berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan 

hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk 

menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deksripsi, data yang 

diperoleh meliputi infomasi atau berita yang berkaitan dengan 

                                                           
11

 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 125-

126. 
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tindak pidana perdagangan orang dan tentang sanksi pidana 

perdagangan orang. 

c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideksripsikan pada 

bab III dengan menganilisis pada bab IV dalam rangka untuk 

menunjang bahan atas proses menjawab permasalahan yang telah 

dipaparkan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi 

sanksi hukuman denda bagi pelaku tindak pidana perdagangan 

orang dan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, 

yaitu teknik analisa yang mengambarkan sebuah data sesuai faktanya. 

Sesuai objek penelitian ini, maka putusan Pengadilan Negeri 

Tenggarong Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg tentang tindak pidana 

perdagangan orang, yang secara keseluruhan kemudian dianalisis 

mengunakan hukum positif dan hukum pidana Islam. 

Selanjutnya, pola pikirnya adalah pola pikir deduktif, yaitu 

analisa datanya dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara 

umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan 

pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data 

yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar agar mudah 

dipahami oleh pembacan mengenai pokok-pokoknya, penulis akan 

menyusun sistematika penelitian sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri atas: 

tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hukum pidana Islam 

dan hukum positif, yang meliputi: Pengertian, dasar hukum, dan sanksi 

hukumanya. 

Bab ketiga adalah data penelitian, yang merupakan pemaparan 

putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN. Trg. Pembahasan pada bab ini 

meliputi: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan, (3) tuntutan jaksa penuntut 

umum, (4) putusan dan (5) pertimbangan hakim. 

Bab keempat adalah analisa penelitian yang pembahasannya 

meliputi: (1) analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
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pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, 

bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang . 

Bab lima merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

A. Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian 

Perdagangan orang dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah 

perbudakan,
12

 atau dikenal dengan ar-Riqq yaitu kepemilikan dan 

perbudakan, sedangkan ar-raqiq adalah hamba sahaya (budak) yang 

dimiliki, dimana kata ar-raqi<q diambil dari kata ar-riqqah yang lawan 

katanya al-ghilzhah karena hamba sahaya itu senantiasa bersikap 

lembut kepada tuannya. Perbudakan dikenal manusia sejak ribuan 

tahun silam, hal itu bisa di jumpai dikalangan masyarakat bangsa 

bangsa kuno dimuka bumi seperti bangsa mesir, cina, india, yunani 

dan romawi.  

Ada beberapa sebab asal usul terjadinya perbudakan ialah 

sebagai berikut: 

a. Perang 

Apabila sekelompok manusia berperang dengan 

sekelompok manusia lain dan berhasil mengalahkannya, maka 

                                                           
12

 Sukirno, Siti Aisyah Kara dan Jumadi, “ Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum 

Islam”, Jurnal Diskursus Islam, No. 2, Vol. 6 (Agustus, 2018),  315. 
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kelompok yang menang perang menjadikan para wanita dan anak-

anak sebagai budak mereka. 

b. Kemiskinan 

Kemiskinan memaksa  mereka membawa anak-anak 

mereka untuk dijual sebagai hamba sahaya kepada orang lain 

c. Tawanan (perompak dan pembajakan) 

Dahulu banyak kelompok dari orang-orang Eropa menuju 

kawasan Afrika, mereka menawan orang-orang Afrika dan 

menjualnya di pasar perdagangan budak di Eropa, sebagaimana 

pula pembajak laut Eropa yang menahan kapal-kapal yang 

melintasi laut Eropa, kemudian mereka  dengan menyergap para 

penumpangnya, mereka membawa dengan paksa dan mejualnya di 

pasar perdagangan budak dan memakan hasil penjualannya.
13

 

Praktik perbudakan juga terdapat pada zaman sebelum islam 

atau di sebut zaman jahiliyah. Pada zaman ini banyak orang yang tidak 

memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, yang merdeka  

dan harus di hormati. Kelompok yang paling rentan sebagai sasaran  

adalah perempuan, anak-anak dan orang miskin. Namun sejak Nabi 

Muhammad saw berupaya secara bertahap tetapi tegas memperbaiki 

dan merehabilitasi kedudukan para hamba sahaya tersebut, termasuk 

membuka solusi agar mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. 

                                                           
13

 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam), 

(Jakarta: Darul Haq, 2015), 915. 
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Upaya Nabi Muhammad saw, dalam melawan perbudakan 

mengunakan empat langkah: pertama: mengangkat derajat budak 

setara setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik 

padanya, kedua: memotivasi para sabahat untuk berlomba dalam 

memerdekakan budak, ketiga: mengancam orang yang melakukan 

praktik perbudakan, keempat: menjadikan pembebasan budak sebagai 

mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran (kaffa>rah). 

Karena itu, trafficking bertentangan dengan ajaran Islam. 

Korban trafficking terancam kehilangan 5 (lima) pokok tujuan risalah 

Islam yang majadi hak-hak dasar manusia, yang harus dipelihara dan 

diwujudkan, yaitu:
14

 

a. Memelihara agama (h}ifdz al-di<n), 

b. Memelihara jiwa (h}ifdz al-nafs) 

c. Memelihara akal (h}ifdz al-aql) 

d. Memelihara keturunan (h}ifdz al-nasl) 

e. Memelihara harta (h}ifdz al-ma<l). 

Ajaran Islam membawa misi kemanusiaan , pembebasan dan 

penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan 

manusia atas manusia dan segala bentuk disrkiminasi lain. Oleh 

karena itu tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa segala bentuk 

diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia adalah pelanggaran 

                                                           
14

 Sukirno, Siti Aisyah Kara dan Jumadi, “ Sistem Sanksi Perdagangan Anak..., 317. 
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terhadap nilai-nilai ajaran Islam.
15

 Larangan terhadap menjual budak 

atau kejahatan perdagangan orang tergambar dalam kaidah fiqh, yaitu: 

ا دْ  وَ نِىا وَا ا وَ وَ دْ هُ هُا وَ وَ   دْهُ رَّ

Artinya: orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan 

(kekuasaan). 

 

Maksud dari  kaidah ini adalah bahwa setiap orang merdeka itu 

kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun. Berbeda dengan 

hamba sahaya, hamba sahaya berada di bawah penguasaan tuannya.
16

 

2. Dasar Hukum 

Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah swt yang 

terhormat, hal ini terdapat dalam Al- Qur’an surah al-Isra>’ ayat 70 

yang berbunyi: 

ا وَ وَ رَّ دْ وَ اهُ دْا ا  دْ نَوَ رِّنِىا وَ  دْ وَ دْ نِىا وَ وَ وَ نَدْ وَ اهُ دْا نِى وَا  لرَّ رِّنِى وَ انِى ا آوَ وَا وَ وَوَ دْ نَوَ هُ دْا نِى ا وَ رَّ دْ وَ ا وَ نِى ا وَ وَ دْ  وَ وَ ا وَ
  وَ وَ دْ وَ ا نَوَ دْ نِى يلًااا رِّنِىرَّ دْاا وَ نِى يرٍا

Artinya: Dan sesunggunya telah kami muliakan anak-anak Adam, 

kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka 

rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

kami ciptakan 

                                                           
15

 Qomarun Zaman, “ Saksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi 

Komparatif Antara Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Hukum Islam), Rahema: Jurnal Studi Gender dan Anak, No. 1, Vol. 4 ( 

September 2017), 27 
16

 Andi Kurnia, “Analisi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang”, (Skripsi UIN 

Sunan Ampel, 2018), 24 
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Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan manusia yang Allah 

berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat 

yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan bagi 

manusia. Maka atas penghormatan ini konsekuensinya manusia tidak 

boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan.
17

 

Secara lebih khusus, al-Qur’an juga berbicara tentang 

perdagangan orang dalam surah an-Nu>r ayat 33: 

   ا  ااا ا ا   ااا   اا ا   ا

 ا  ا ا   ا  اا   ا ا  اا اااا

  ا ااا  ا   ا ا  اا ا   ا   ا  ا  ا

  ااا ا ااا ا   اا اااا

Artinya: orang orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan  budak budak yang mereka miliki yang 

menginginkan perjanjian, kalian buat perjanjian dengan mereka, 

jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak 

perempuan kalian untuk melakukan perlacuran, padahal mereka itu 

sesunguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian 

hanyalah untuk mencari tujuan duniawi. Dan barang siapa 

memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 

itu. 

Larangan terharap kejahatan perdagangan orang juga terdapat 

pada hadist Nabi Muhammad saw, dalam menyikapi kejahatan 

perdagangan orang, Islam memberikan ancaman keras sebagai mana 

dalam hadist berikut ini: 

                                                           
17

 Qomarun Zaman, “ Saksi Pidana Perdagangan Perempuan..., 27. 
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ا نِى دْوَ  نِى دْ وَا دْ نِىا هُ وَ رَّ وَا وَ دْا ا وَ دْ ا دْ هُا هُ وَ دْ يرٍ ا وَ رَّ نَوَ وَ ا وَدْ وَ
ا دْ هُا وَ دْ هُ دْ يرٍ ا نِى دْ هُ  وَعنِى دْ نِىا دْ نِىاا وَ رَّ وَ نِى

رِّنِىا وَ رَّ ا هُا وَ وَ دْ نِىا وَ وَ رَّ وَا وَ اوَا ا   رَّ نِى دْااهُ وَ نَدْ وَ وَا وَ نِى وَا ا وَ دْ هُا وَ دْ ا وَ نِى ا وَ دْ
دْا وَعنِى دْ يرٍ ا:ا وَ نِى  وَ اوَ

عوَا هُ رَّ ا وَأوَ وَ وَا ا وَ وَ هٌُ ابَوَ اثُهُرَّاغوَ وَ وَ  هُا وَيوَ وٌَ ا وَناوَا وَصدْمهُ هُ دْا نَوَ دْ وَا  دْ نِى وَ  وَ نِىا وَ هٌُ ا وَ دْلوَ ا نِى
ا وَ دْ وَ هُا وَوَ وَا ا نِى دْ هُا وَ وَدْا نَهُعدْ نِى ا وَ نِى نَدْ لًا ا وَ  دْ نَوَ دْ وَ ا وَ وَ هٌُ ا  دْ وَأدْ وَ وَ   هُ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dari Isma’il bin 

Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah 

radliallahu’anhu dari Nabi Shallallahu’alihi wasallam bersabda: 

“Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi 

musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas 

namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang 

telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang 

yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelsaikan 

pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. 

Para ulama sepakat bahwa menjual orang yang merdeka 

(Bailul hur) itu adalah haram, dan setiap akad yang mengarah kepada 

hal ini, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. 

Diantara pendapat mereka yaitu: 

a. Hanafiyah 

Ibnu abidin berkata, anak adam dimuliakan menurut 

syari’ah meskipun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), 

maka akad penjualan serta penyamaannya dengan benda lain 

adalah perendahan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan. 

b. Syafi’iah 

Berdasarkan hadis diatas Abu Ishaq Syairazit dan Imam 

Nawawi berpendapat bahwa menjual orang merdeka adalah haram 

dan bathil, Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia 

merdeka adalah haram menurut ijma’ Ulama. 
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c. Malikiyah 

Berkata Al Hatthob Ar Ru’ainy. “apa saja yang tidak sah 

untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ 

ulama, seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan 

semisalnya”. 

d. Hanabilah 

Ulama hanabilah menegaskan batalnya perdagangan 

manusia dengan dalil hadits diatas dan mengatakan bahwa jual beli 

ini tidah pernah dibolehkan dalam islam. 

e. Dzohiriayyah 

Menurut Qowaid Fiqh prakter perdagangan manusia 

hukumnya tidak boleh (haram), karena memiliki dampak atau 

mudharat terhadap manusia.
18

 

3. Sanksi 

Perdagangan orang dalam perspektif pidana Islam golongkan 

dalam jari<mah ta’zi<r, yaitu suatu  perbuatan pidana yang bentuk 

ancaman hukumannya ditentukan oleh oleh ulil amri sebagai pelajaran 

atau pembalasan bagi pelakunya. Dasar hukumnya mengacu pada 

maqa<sid asy-syariah, sanksi perdagangan orang dalam nash tidak 

dinyatakan secara tegas layaknya hudud dan qishos, perdagangan 

orang hanya dijelaskan akan mendapatkan sanksi  di akhirat saja 

sebagaimana penjelasan hadist diatas. 

                                                           
18

 Andi Kurnia, “Analisi Hukum Pidana Islam ..., 26. 
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Dalam menetapkan sanksi perdagangan orang, prinsip utama 

yang menjadi acuan adalah menjaga kepentingan umum dan 

melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Oleh karena 

itu sanksi  ta’zi<r perdagangan orang tidak ditetapkan jenis 

hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist, maka pelaksaan saksi 

ta’zi<r jenisnya atau bentuknya dapat diserahkan sepenuhnya kepada 

hakim atau penguasan. Saksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk 

sanksi yang bersifat ringgan hingga berat seperti hukuman cambuk, 

hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, 

pengucilan dan bahkan hukuman mati.
19

 

Sedangkan ta’zi <r menurut bahasa ialah menolak, kebesaran, 

pengajaran. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman yang bersifat 

pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam dengan 

hukuman h}ad (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti 

ketentuan hukumnya.
20

  

Ruang lingkup dan pembagian dalam ta’zi <r, yaitu sebagai 

berikut ini:
21

 

a. Jari<mah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan 

ke sanksi ta’zi <r, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya dan 

orang tua yang membunuh anaknya. 

                                                           
19

 Qomarun Zaman, “ Saksi Pidana Perdagangan Perempuan ..., 27. 
20

 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 136 
21

 Ibid. 143. 
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b. Jari<mah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat 

akan dijatuhi saksi ta’zi <r. seperti percobaan pencurian, percobaan 

pembunuhan, dan percobaan zina. 

c. Jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadits, namun 

tidak ditentukan sanksinya, seperti penghinaan, tidak melaksanakan 

amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar. 

d. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat, 

seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan porno aksi, 

penyelundupan, pembajakan, perdagangan orang, dan pencucian 

uang. 

Jenis hukuman ta’zi<r dapat dibedakan menjadi beberapa 

kelompok, yaitu: 

a. Hukuman ta’zi <r yang berkaitan dengan badan 

Hukuman ta’zi <r yang berkaitan dengan badan, dibedakan 

menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk 

1) Hukuman Mati 

Mazhab hanafi membolehkan saksi ta’zi <r dengan hukuman 

mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat 

membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan Malikiyah 

dan sebagaian Hanabilan juga memperbolehkan hukuman mati 

sebagai sanksi ta’zi <r tertinggi. Demikian pula Syafi’iyah yang 

memperbolehkan hukuman mati. 
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2) Hukuman Cambuk 

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjeratkan pelaku 

jari<mah ta’zi <r. Karena hukuman cambuk dirasakan langsung 

secara fisik oleh pelaku dan jumlah cambukan disesuaikan 

dengan kejahatan yang dilakukan. 

b. Hukuman ta’zi <r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman 

penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya.  

1) Hukuman penjara  

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman 

penjara, yaitu al-h{absu dan al-sijn yang keduanya bermakna 

al-man’, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, 

al-h{absu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, masjid, 

maupun tempat lain. Hukuman penjara dapat menjadi 

hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, 

apabila hukuman pokok berupa cambuk tidak membawa 

dampat bagi pelaku. 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 

yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh 

buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat 

mengenai hukuman pengasingan, Imam Malik bin Anas 
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berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan pelaku 

dari negeri Islam ke non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said 

bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke 

kota lain. Imam Al-Asyafi’i berpendapat bahwa jarak kota asal 

dengan kota pengasingan seperti jarak perjalanan shalat qashar. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat 

bahwa pengasingan berarti dipenjarakan.
22

 

c. Hukuman ta’zi<r lainnya 

Selain saksi ta’zi<r yang disebutkan diatas, terdapat 

beberapa sanksi ta’zi <r lainnya, antara lain: 

1) Hukuman peringatan keras 

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih 

ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan 

pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki 

tingkatan yang amat berbahaya. 

2) Hukuman Celaan (Tawbikh) 

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi celaan 

kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, untuk itu 

khalifah Umar berkata “lepaskan pakaian ahli neraka itu!”. 

Sanksi celaan dan sanksi peringatan keras pada umumnya 

dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maskiat karena 

                                                           
22

 Ibid, 147. 
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tidak mampu mengendalikan diri, bukan karna kebiasaan 

melakukan kejahatan. 

3) Pengucilan  

Hukuman pengucilan ialah sanksi yang berupa larangan kepada 

masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. 

Sanksi ini dilakukan apabila membawa kemaslahatan. 

4) Pemecatan  

Pemecatan ialah melarang seseorang dari pekerjaan atau 

jabatan dan diberhantikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi ini 

diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, meski kejahatan 

yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan atau 

jabatannya. 

5) Publikasi 

Hukuman publikasi biasasnya dilakukan dengan cara membawa 

pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas 

bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat.
23

 

Menurut Qomarun Zaman dalam jurnalnya menjelaskan bahwa 

perdagangan orang dalam prespektif pidana Islam digolongkan dalam 

jari<mah ta’zi<r yaitu suatu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman 

hukumannya di tentukan oleh penguasa (ulil amri) sebagai pelajaran 

atau pembalasan bagi pelakunya. Dasar hukum ta’zi<r adalah 

pertimbangan kemaslahatan yang mengacu pada lima pokok (maqa>sid 

                                                           
23

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 216. 
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asy-syari’ah), yaitu memelihara agama (h}ifdz al-di<n), memelihara 

jiwa (h}ifdz al-nafs), memelihara akal (h}ifdz al-aql), memelihara 

keturunan (h}ifdz al-nasl) dan memelihara harta (h}ifdz al-ma<l).24
 

Sanksi terhadap pelaku perdagangan orang berupa hukuman 

ta’zi<r karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an dan al-

Hadits, mengenai bentuk hukumannya diserahkan keputusannya 

kepada ijtihad hakim yang berwenang, macam-macam hukumanya 

dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, 

pengasingan dan ancaman lainya.
25

 

 

B. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Perdagangan Orang 

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan 

pengertiannya pada tahun 2000, ketika majelis umum PBB, 

menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum 

perdagangan atas manusia yang dikenal dengan sebutan “Protocol 

Palermo”.
26

 Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan 

orang adalah: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau 

penerimaan seseorang, dengan ancaman atau pengunaan kekerasan 

                                                           
24

 Qomarun Zaman, “ Saksi Pidana Perdagangan Perempuan ..., 27 
25

 Fajarul Falah, Tindak Pidana Perdagangan orang Analisis Putusan Nomor 1905/Pid.B/2009. 

PN. Tanggerang, (Jakrta: Fakultas Syari’ah dam Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2011). 58.  
26

 Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: Setara Press) 1 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

 
 

atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, 

kebohongan atau penyelahgunaan kekuasana atau posisi rentan atau 

memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keutungan agar 

dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas 

orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, 

eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari 

eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktik-praktik serupa perbudakan , penghambaan atau pengambilan 

organ tubuh.
27

 

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan 

pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindakan 

perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam 

mana orang di perdagangkan. Eksploitasi  mencakup setidak tidaknya 

eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk eksploitasi seksual 

lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan 

organ tubuh.
28

 Pengertian eksploitasi dengan melacurkan orang lain  

adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keutungan lain dari 

kegiatan prostitusi atau secara seksual.
29

  

Selain rumusan protokol PBB pengertian perdagangan orang 

menurut UU nomor 21 tahun 2007 yang terdapat pada pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa perdagangan orang sebagai berikut: tindakan 

                                                           
27

 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 20. 
28

 Ibid, 21 
29

 Ibid, 24 
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perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaraan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan 

eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. 

Eksploitasi dalam UU Nomer 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 7 

menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tampa 

persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisi, seksual organ 

reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentrasplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan 

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan baik materil maupun immateril.
30

 

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia 

karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, 

penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan 

kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau 

eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika 

                                                           
30

 Ibid, 26 
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salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan 

orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi 

manusia.
31

 

2. Dasar Hukum 

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaatur 

didalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomer 21 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, 

pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Replublik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 21 

Tahun 2007, maka ada empat unsur yakni: 

                                                           
31

 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 39. 
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a. Pelaku 

Orang perseorangan, koporasi, kelompok terorganisasi dan 

penyelenggara negara. 

b. Proses (tindakan) 

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang meliputi: 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang. 

c. Cara (modus) 

Untuk menjamin proses dapat terlaksana yaitu: ancaman 

kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain. 

d. Tujuan (akibat) 

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan terwujud sebagai 

akibat dari tindakan pelaku yang meliputi eksploitasi orang atau 

mengakibatkan orang lain tereksploitasi. 

Definisi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang 

terdapat dalam UU Nomer 21 Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa 

tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 

adanya tindak pidana perdagangan orangcukup dengan di penuhinya 

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 
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menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa 

“mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana 

perdagangan orang merupakan delik formil. 

Selain dalam UU Nomer 21 Tahun 2007 tindak pidana 

perdagangan orang sudah diatur dalam kitab undang undang hukum 

pidana (KUHP), dalam Pasa 297 KUHP disebutkan bahwa 

perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, 

diancam dengan pidana penjara paling lama  enam tahun dan 

pencabutan hak-hak. 

Budak belia juga dilarang untuk di perdagangkan sebagai 

mana amanat pasal 324 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: 

barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan 

perniagaan budak atau melakukan perbuatan pernigaan budak atau 

dengan sengaja turut serta secara langsung  atau tidak langsung dalam 

salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun. 

Tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 297 

KUHP dan pasal 324 KUHP ini oleh hukum pidana dikategorikan 

sebagai kejahatan namun, sejak diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 
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2007 pada tanggal 19 April 2007, maka pasal 297 KUHP dan 324 

KUHP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32

 

3. Sanksi 

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebegai 

mana dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:  

a. Pasal 2 ayat (1) (satu) UU No.21 Tahun 2007: dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.  

b. Pasal 3 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang memasukkan 

orang ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di 

wilayah Indonesia atau di eksplotasi di negara lain dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.  

c. Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang membawa 

warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maskud 

untuk dieksploitasi di luar wilayah indonesia dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
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 Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang..., 10 
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(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

d. Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan 

pengankatan anal dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan 

sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

e. Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan 

pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun 

yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 
33

 

Dalam UU No.21 Tahun 2007, keseluruhan sanksi atau 

hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan 

saksi pelaku tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak 

pidana perdagangan orang, menganut model stelsel kumulatif. 

Kumulasi stelsel ini merupakan atau pengabungan dua pidana pokok. 
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 Ibid, 5.  
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Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan” 

dalam setiap pasal yang mencantumkan sanksi. 
34

 

Menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya berpendapat bahwa 

hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah minimum. Dengan 

alasan bahwa negara Indonesia menganut sistem Kontinental yakni 

hakim terikat oleh Undang-undang. Selain itu konteks sanksi minimum 

yang terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana khusus, secara terang 

dan jelas, terdapat pernyertaan sanksi pidana yang memuat ketentuan 

maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penfsiran lajutan. 

Posisi hakim hanya sebagai “penyambung lidah” atau “corong 

undang-undang” (bouchedelaloi), sehingga tidak dapat merubah 

ketentuan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak 

dapat mengurangi, dikarenakan bahwa undang-undang merupakan 

sumber hukum positif.
35
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 Ibid, 101. 
35

 Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara 

Pidana Khusus, Jurnal Ius Constituendum, No 2, Vol. 2 (2017), 253. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR: 

214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 

 

A.  Deskripsi Kasus 

 Terdakwa dalam kasus ini bernama Farida Wati Binti Idham, 

beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Rt. 09 Kelurahan Timbau Kecaman 

Tenggarong, berumur 38 tahun. Sedangkan korbannya terdiri dari tiga 

orang wanita, bernama Siti Rahma berumur 22 tahun, Nur Amalia 

berumur 18 tahun dan Istari berumur 21 tahun. 

Awal mula terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang yang 

dilakukan oleh Farida Wati adalah pada hari minggu 5 Februari 2017 

ketiga orang anggota dari team unit OPSNA RENAKTA POLDA 

KALTIM mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah mahulu 

Kel.Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara bahwa sering 

terjadi praktek mucikari atau menyediakan wanita muda kepada lelaki 

hidung belang untuk dibayar dan dibawa ke hotel. Kemudian tim opsnal 

melakukan penyelidikan di daerah Mahulu, ketiga orang anggota dari 

ditreskrimum 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

 
 

polda kaltim tersebut yaitu Lukman Hakim, Iwan Marunung dan Roni 

Patana.
36

 

Kemudian setelah Team Unit OPSNA RENAKTA POLDA 

KALTIM melakukan penyelidikan dan mendapat informasi, mereka 

menelefon Farida dan ingin melakukan pemesanan wanita dengan tarif 

yang telah disepakati yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perwanita 

panggilan, dan di sepakati tempat transaksi di hotel Elty Singgasana. 

Setelah menerima pesanan berikut, lalu Farida memberi tahu kepada Siti 

Rahmalia, Nur Amalia, dan Istari, bahwa ada laki laki yang mencari 

wanita panggilan dan akan membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). 

Kemudian mereka menyetujui permintaan tersebut, selanjunya Farida 

mengantar mereka mengunakan mobil Toyota Etios Valco putih menuju 

hotel Elty Singgasana lalu menuju kamar 215 dan bertemu dengan para 

anggota dari Team Unit OPSNA RENAKTA POLDA KALTIM untuk 

melakukan pembayaran atas pemesanan wanita tersebut, setelah itu farida 

diamankan dan dilakukan interogasi. 
37

 

Dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa terdakwa 

dalam hal melakukan menawarkan saksi Siti Rahma alias Rahma, saksi 

Nur Amalia alias Amel dan saksi Istari alias Sari untuk menemani lelaki 

hidung belang atau melayani laki-laki untuk menikmati jasa seksualnya 

                                                           
36

 Hal ini berdasarkan keterangan saksi Iwan Maranung dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Tenggarong No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 7 
37

 Hal ini berdasarkan keterangan saksi Roni Patana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 

No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 10 
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tersebut tarif saksi Istari alias Sari adalah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus 

ribu rupiah), sedangkan tarif saksi Siti Rahma alias Rahma dan saksi Nur 

Amalia alias Amel masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah). Dari bayaran yang diterima oleh saksi Siti Rahma alias Rahma, 

saksi Nur Amalia alias Amel dan saksi Istari alias Sari tersebut Farida 

Wati binti Idham mendapat bagian atau keuntungan dari penjualan jasa 

seksual atau eksploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus 

ribu rupiah) perwanita. Keuntungan tersebut digunakan Farida Wati untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penangkapan tersebut terdapat 

barang bukti berupa:
38

 

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). 

2. 1 unit HP Asus warna hitam dengan nomor Imei 356293066183261. 

3. 1 unit HP Nokia C E0168 warna hitam dengan nomor Imei 

358877070297924.  

 

B. Dakwaan 

Dalam kasus kejahatan yang terjadi ini, Jaksa Penuntut Umum 

mendakwa mengunakan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan:
39

 

1. Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan 

                                                           
38

 Hal ini berdasarkan keterangan saksi Roni Patana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 

No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 11 
39

 Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 6. 
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perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Replublik 

Indonesia”. 

2. Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan 

menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. 

3. Pasal 506 KUHP yang berbunyi: “menarik keuntungan dari perbuatan 

cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”. 

 

C. Tuntutan  

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa Farida Wati Binti Idham terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan 

manusia” sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 

ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan 

orang. 
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2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi 

dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa 

tetap berada didalam tahanan dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus 

lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
40

 

 

D. Putusan  

Dalam perkara putusan nomor 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. Hakim 

H. Makmur, S.H, MH Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri 

Tenggarong, Selaku hakim ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H.,MH. Dan I 

Gede Adhi Ganadha Wijaya, S.H., MH. Masing-masing selaku hakim 

anggota, dan didampingi panitera pengganti oleh Lis Suyani, S.H. 

memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan 

saksi-saksi dan terdawa, dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU 

No.21 Tahun 2007.  

Mengadili dengan menyatakan terdakwa Farida Wati Binti Idham 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana 

perdagangan orang dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) 

tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 

(tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

                                                           
40

 Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 2. 
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dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
41

 

 

E. Pertimbangan Hakim 

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan seseorang 

telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut 

haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindakan yang didakwakan 

kepadanya. Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan 

dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu pasal 2 ayat (1) 

UU No.21 Tahun 2007, kedua dengan pasal 296 KUHP, dan ketiga dengan 

pasal 506 KUHP. Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum 

memilih langsung dakwaan alternatif yang ke satu yaitu pasal 2 ayat (1), 

yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

a. Unsur setiap Orang 

b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. 

c. Unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain. 
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d. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara 

Republik Indonesia 

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan diatas 

sebagai berikut:
42

 

a. Unsur setiap Orang 

Yang maksud unsur setiap orang dalam UU ini adalah siapa 

saja selaku subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang 

mempunyai hak dan kewajiban, telah didakwa melakukan suatu tindak 

pidana dan diajukan ke persidangan. 

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan 

persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pembenaran 

terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, 

maka jelas sudah pengertian “setiap orang” yang di maksud dalam 

aspek ini adalah terdakwa Farida Wati Binti Idham yang dihadapkan 

ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap 

orang telah terpenuhi. 

b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. 

Unsur ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu 

elemen saja, apabila terbukti maka elemen yang lain tidak perlu 

dibuktikan lagi. 
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Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang 

meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan 

seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan dari keterangan 

terdakwa sendiri sebagai berikut: 

1) Bahwa benar pada awalnya Tim Opsnal Renakta Ditreskrimm 

Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat di daerah 

Mahulu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara 

terkait praktek mucikari yang dilakukan oleh terdakwa selaku 

mami penyedia wanita panggilan, kemudian tim melakukan 

penyelidikan di daerah Mahulu dan pada hari senin tanggal 6 

Februari 2017 sekitar jam 21.30 Wita tim melakukan pemesanan 

wanita panggilan kepada terdakwa dengan tarif yang telah di 

sepakati yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per wanita panggilan. 

2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesanan tersebut lalu 

terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita 

panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-. 

3) Bahwa benar kemudian saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan 

saksi Istari, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian terdakwan 

mengantar mereka dengan mengunakan mobil toyota etios valco 

warna putih dari rumah terdakwa menuju hotel. Terdakwa 
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membawan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari 

menuju kamar 215 dan bertemu dengan saksi Iwan Maranung, 

saksi Lukman Hakim dan saksi Roni Patana untuk melakukan 

transaksi pembayaran atas pemesanan wanita pengilan tersebut. 

4) Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau 

melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari 

saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti 

Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- 

dari bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau 

keuntungan dari penjualan jasa seksual atau ekploitasi wanita 

tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan atau penerimaan seseorang. Telah terpenuhi atas 

perbuatan terdakwa. 

c. Unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain. 
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Bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang, yaitu 

perbutan menempatkan orang dalam situasi atau kedaan menjaminkan 

atau terpaksa menjaminkan dirinya sendiri  atau keluargannya atau 

orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya 

sebagai bentuk pelunasan hutang. Dari fakta-fakta yang terungkap di 

pemeriksaan persidangan sebagai berikut: 

1) Bahwa benar pada awalnya Tim Opsnal Renakta Ditreskrimm 

Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat di daerah 

Mahulu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara 

terkait praktek mucikari yang dilakukan oleh terdakwa selaku 

mami penyedia wanita panggilan, kemudian tim melakukan 

penyelidikan di daerah Mahulu dan pada hari senin tanggal 6 

Februari 2017 sekitar jam 21.30 Wita tim melakukan pemesanan 

wanita panggilan kepada terdakwa dengan tarif yang telah di 

sepakati yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per wanita panggilan. 

2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesanan tersebut lalu 

terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita 

panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-. 

3) Bahwa benar kemudian saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan 

saksi Istari, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian terdakwan 

mengantar mereka dengan mengunakan mobil toyota etios valco 

warna putih dari rumah terdakwa menuju hotel. Terdakwa 
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membawan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari 

menuju kamar 215 dan bertemu dengan saksi Iwan Maranung, 

saksi Lukman Hakim dan saksi Roni Patana untuk melakukan 

transaksi pembayaran atas pemesanan wanita pengilan tersebut. 

4) Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau 

melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari 

saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti 

Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- dari 

bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia 

dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau 

keuntungan dari penjualan jasa seksual atau ekploitasi wanita 

tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan 

acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. 

d. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Bahwa yang dimaksud dengan ekploitasi yaitu tindakan dengan 

atau tampa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas 
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pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisi, seksual 

organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentrasplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan 

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan baik materil maupun immateril. Dari fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan sebagai berikut: 

1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Sekitar jam 

21.30 Wita bertempat di kamar hotel Elty Singgasana Kecamatan 

Tenggarong Kabupaten Kutai telah terjadi tindak pidana 

perdagangan orang yang dilakukan terdakwa. 

2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesanan tersebut lalu 

terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita 

panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-. 

3) Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur 

Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau 

melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari 

saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti 

Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- dari 

bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia 

dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau 
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keuntungan dari penjualan jasa seksual atau ekploitasi wanita 

tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia telah 

terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, ternyata terdakwa perbuatan terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, sehingga majelis hakim 

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana perdagangan orang. 

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, majlis hakim 

tidak melihat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 

pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar maupun secara 

alasan pemaaf, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang 

dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena 

terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan 

bersalah atas tindakan yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena 

itu harus dijatuhi hukuman. 

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan 

pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang 

dilakykan terdakwa, naum lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif 

untuk memperbaiki perbuatan terdakwa agar dikemudian hari dapat 

bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan dimasyakat serta 
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memperhatikan pula azas keseimbangan dalam hukum yang berlaku 

dimasyarakat 

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu 

dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang 

meringankan yaitu:
43

 

a. Hal-hal yang memberatkan 

1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan perdagangan manusia. 

2)  Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandung terdakwa 

yaitu Siti Rohma alias Rahma. 

b. Hal-hal yang meringankan 

1) Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan. 

2) Terdakwa menyesali perbuatanya. 

3) Terdakwa belum pernah dihukum. 

                                                           
43

 Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 28. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

54 
 

BAB IV 

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim 

Dalam Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg 

 

A. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 

214/Pid.Sus/2017/PN Trg. 

Hakim memutus perkara Nomor 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg tentang 

perdagangan orang sebagai berikut: Mengadili terdakwa Farida Wati Binti 

Idham dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut 

tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan 

unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 sebagai berikut: 

1. Unsur setiap Orang 

Yang maksud unsur setiap orang dalam UU ini adalah siapa 

saja selaku subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang 

mempunyai hak dan kewajiban, telah didakwa melakukan suatu tindak 

pidana dan diajukan ke persidangan. 

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan 

persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pembenaran 

terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, 
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maka jelas sudah pengertian “setiap orang” yang di maksud dalam 

aspek ini adalah terdakwa Farida Wati Binti Idham yang dihadapkan 

ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap 

orang telah terpenuhi. 

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. 

Unsur ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu 

elemen saja, apabila terbukti maka elemen yang lain tidak perlu 

dibuktikan lagi. 

Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang 

meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan 

seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan dari keterangan 

terdakwa sendiri sebagai berikut: Bahwa benar setelah terdakwa 

menerima pesanan tersebut lalu terdakwa memberi tahukan kepada 

saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang 

mencari wanita panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan atau penerimaan seseorang. Telah terpenuhi atas 

perbuatan terdakwa. 
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3. Unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain. 

Bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang, yaitu 

perbutan menempatkan orang dalam situasi atau kedaan menjaminkan 

atau terpaksa menjaminkan dirinya sendiri  atau keluargannya atau 

orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya 

sebagai bentuk pelunasan hutang. Dari fakta-fakta yang terungkap di 

pemeriksaan persidangan sebagai berikut: Bahwa benar dalam hal 

menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari 

untuk menemani lelaki hidung belang atau melayani laki-laki untuk 

dinikmati jasa seksualnya tersebut tari saksi Istari adalah sebesar Rp. 

700.000,- sedangkan tarif saksi Siti Rahma dan Saksi Nur Amalia 

masing-masing Rp. 1.000.000,- dari bayaran yang di terima oleh saksi 

Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa 

mendapat bagian atau keuntungan dari penjualan jasa seksual atau 

ekploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan 

acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
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memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. 

4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Bahwa yang dimaksud dengan ekploitasi yaitu tindakan dengan 

atau tampa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas 

pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisi, seksual 

organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentrasplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan 

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan baik materil maupun immateril. Dari fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa benar dalam hal 

menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari 

untuk menemani lelaki hidung belang atau melayani laki-laki untuk 

dinikmati jasa seksualnya tersebut tari saksi Istari adalah sebesar Rp. 

700.000,- sedangkan tarif saksi Siti Rahma dan Saksi Nur Amalia 

masing-masing Rp. 1.000.000,- dari bayaran yang di terima oleh saksi 

Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa 

mendapat bagian atau keuntungan dari penjualan jasa seksual atau 

ekploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 
 

 
 

telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata terdakwa perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No.12 

Tahun 2007, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. 

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis pertimbangan hukum 

hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) 

UU NO.21 Tahun 2007, sudah terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan 

hakim yang memutus terdakwa pidana penjara selama selama 6 (enam) 

tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka  hal 

ini tidak sesuai. Hal ini di karenakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

NO.21 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Jadi penjatuhan 

hukuman denda oleh hakim dalam putusan tersebut dibawah minimal dari 

UU tersebut. 

 Sedangkan menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya berpendapat 

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah minimum. Dengan 

alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental, yakni hakim 

terikat oleh undang-undang. Selain itu konteks sanksi minimum yang 

terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana khusus, secara terang dan 
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jelas, terdapat pernyertaan sanksi pidana yang memuat ketentuan 

maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penfsiran lajutan. 

Posisi hakim hanya sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-

undang” (bouchedelaloi), sehingga tidak dapat merubah ketentuan hukum 

undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat mengurangi, 

dikarenakan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum positif. 

Dalam UU No.21 Tahun 2007, keseluruhan sanksi atau hukuman 

pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan saksi pelaku 

tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan 

orang, menganut model stelsel kumulatif. Kumulasi stelsel ini merupakan 

atau pengabungan dua pidana pokok. Stelsel kumulatif ini ditandai dengan 

ciri khas adanya kata “dan” dalam setiap pasal yang mencantumkan 

sanksi. 

Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini dipaparkan 

beberapa putusan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang 

sebagai berikut: 

1. Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, pelaku bernama Leli Restini 

dan Rizki Wihanda Utama terbukti secara bersama-sama melakukan 

tindak pidana perdagangan orang, di putus oleh majelis hakim dengan 

pidana penjara masing-masih 5 tahun dan denda sebesar Rp. 

200.000.000,-, hakim memutuskan ini didasarkan pada pertimbangan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 
 

 
 

hakim yang menggunakan unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No.21 

Tahun 2007.
44

 

2. Putusan No. 1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks, pelaku bernama Khahar dan 

Andi Muh.Idris Abdullah terbukti melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, majelis hakim memutus dengan pidana penjara 

selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-, hakim 

memutuskan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang 

menggunakan unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 

2007.
45

 

3. Putusan No. 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks, pelaku bernama Zulkifli 

terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, di putus dengan 

pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-, 

hakim memutuskan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang 

mengunakan unsur-unsur pasal 12 UU No.21 Tahun 2007.
46

 

 

B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang. 

Dalam perkara ini terdakwa Farida Wati Binti Idham telah terbukti 

secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang, hal ini dilihat dari 

pertimbangan hakim yang mempertimbangkan mengunakan unsur-unsur 

                                                           
44

 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 10/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, 27. 
45

 Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks, 40. 
46

 Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks, 18. 
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dari pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah)”. Hakim memutus dengan hukuman pidana penjara selama 6 

(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 

apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara 

selama 3 (tiga) bulan. 

Dalam pekara ini, dikarenakan unsur-unsur dari perdagangan orang 

telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana. 

Berdasarkan prekspektif hukum pidana Islam Perdagangan orang dalam 

sejarah Islam dikenal dengan istilah perbudakan, atau dikenal dengan ar-

Riqq yaitu kepemilikan dan perbudakan, sedangkan ar-raqi<q adalah hamba 

sahaya (budak) yang dimiliki, dimana kata ar-raqi<q diambil dari kata ar-

riqqah yang lawan katanya al-ghilzhah karena hamba sahaya itu 

senantiasa bersikap lembut kepada tuannya. Perbudakan dikenal manusia 

sejak ribuan tahun silam, hal itu bisa di jumpai dikalangan masyarakat 

bangsa bangsa kuno dimuka bumi seperti bangsa mesir, cina, india, yunani 

dan romawi. 

Traffiking bertentangan dengan ajaran Islam. Korban traffiking 

terancam kehilangan 5 (lima) pokok tujuan risalah Islam yang majadi 

hak-hak dasar manusia, yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: 
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1. Memelihara agama (h}ifdz al-di<n)  

2. Memelihara jiwa (h}ifdz al-nafs)  

3. Memelihara akal (h}ifdz al-aql)  

4. Memelihara keturunan (h}ifdz al-nasl) 

5. Memelihara harta (h}ifdz al-ma<l). 

Perdagangan orang dalam perspektif pidana Islam digolongkan 

dalam jari<mah ta’zi<r, yang mana sanksi perdagangan orang, yang prinsip 

utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi 

setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Karena sanksi ta’zi<r 

perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur’an 

dan al-Hadist, maka pelaksaan sanksi ta’zi<r jenisnya atau bentuknya dapat 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasan. Sanksi tersebut 

dapat dilakukan dalam bentuk sanksi yang bersifat ringgan hingga berat, 

seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman 

denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati. 

Menurut penulis sanksi tindak pidana perdagangan orang yang 

dilakukan oleh pelaku Farida dapat dikenai sanksi ta’zi<r, yaitu dapat 

berupa sanksi hukuman penjara dan hukuman denda. Tentang ukuran  

sanksi ta’zi<r terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan 

sanksi yang sesuai dengan jari<mah yang dilakukan oleh pelaku, yang mana 

sanksi perdagangan orang, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga 
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kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari 

kemudharatan. 

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh 

hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus 

dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur’an, hadis, dan 

undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil al-

amr) seperti dalam hukuman ta’zi<r.
47

 

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat 

hukumnya di dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan 

yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentan 

hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan 

menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak 

dibatalkan.
48

 

                                                           
47

 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 131. 
48

 Salam Madkur,Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

64 
 

BAB V 

Kesimpulan 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, dapat mengambil 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Terdakwa Farida Wati Binti Idham telah terbukti melanggar Pasal 2 

ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan 

orang. Sebagaimana pertimbangan hakim yang mengunakan unsur dari 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, dijatuhkan putusan berupa 

hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak 

dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai dikarenakan, hakim 

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) padahal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 pidana 

dendanya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah). Sedangkan, menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya 

berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah 

minimum.  

2. Dalam perkara ini terdakwa Farida Wati Binti Idham telah terbukti 

secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang bisa 

dilihat dari pertimbangan hakim yang mengunakan unsur-unsur dari 
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Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007. Dalam tinjuan Hukum Pidana 

Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang 

telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa 

ta’zi<r, karena tindak pidana perdagangan orang tidak ditetapkan jenis 

hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Sedangkan jenis ta’zi<r 

dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, 

bisa dalam bentuk sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman 

cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, 

peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati. 

 

B. Saran 

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan 

masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yaitu: 

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan 

untuk memutus suarau perkara alangkah baiknya dalam memutus 

sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum 

bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak 

melakukan tindak pidana perdagangan orang. 

2. Untuk masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan rasa 

keperdulian terhadap sesama sehingga tidak mengorbankan orang lain 

demi mencapai apa yang diinginkan, tingkatkan kewaspadaan dalam 

menjaga orang di sekitar kita dan anggota keluarga kita agar tidak 

menjadi korban dan pelaku kejahatan perdagangan orang. 
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